
BUIPATI I(ATINGAN

PERATUITAN BUPATI KATINGAIU

NOMOR IC TAHUN

TENTANG

PEIRUBAHAN KEDUA ATAS PERATUFUN BUPATil
NOMOR 52 TAHUr.l 2009

TENTANG PE:DOi'IAN PENYI.'SUNAN ANGGAFIA,I'I PENDAPATAN DAN

E}ELIINJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUIII ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMIAT TUHAN YANG MI\HA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang .. a. bahwa untuk memberikan kepastian agar ketentuan-ketentuan
mengenai Prgdoman Penyusunan l\nggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2A1O

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Katingan Nomqr

S2 Tlhun 20Og dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang'undangan
yang beilaku, maka dipandang perlu untuk melakukan
peruuanan k,embali atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 52

Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah l,t(abupaten Katingan Tahun

Anggaran 2009;

b. lmhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirrnaksud pada

huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peratuian Bupati

Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

Atas tJnOang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok
pokok Kepegawaian (Lembaran Neggra Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Ltlmbaran Negara Nomor 3890);

Z. Undang-Undieng Nomor 5 Tahun 20A2 tentang Pembentukan
Kabupiten Katingan, Kabupatelt Seruyan, Kabupaten

sukamara, lrlabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muryng paYS d"l
Kabupaten l3arito Timur di Pro'uinsi Kalimantan Tengah

(LemLaran Nlegara Republik lndonesia Tahun 20A2 Nomor 18,

Tambahan Lri:rmbaran Negara Nomor'41 80);



3. Undang-undilng Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
pembeiantasan Tindal< Pidana Kr:rupsi (Lembaran Negara

Republik lnrlonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Nergara Nomor 4250);
undang-UndErng Nomor 17 Tahun 2003 tentarrl3 Keuangan

Negari (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor 47 Tarrnbahan Lembaran Negatra Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 200,4 tentang Per[endaharaan
Negara (Lenrrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2044
Nomor 5, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2"004 tentang Pembentultan
Peratuian Perrundang-Undangan (Lr:rmbaran Negetra Republik
lndonesia Takrun 2004 Nomor 53, Ta,mbahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
undang-und:,rng Nomor 15 Tahun :1004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Ja'vvab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndones;la l'ahun 200,,d Nomor 66,
Tambahan Lermbaran Negara Nomor'+400);
Undang-Undiirng Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Nomor aa21);
Undang-undarng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lenrbaran Negara Republlk lndonesia Tahun 200/.
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 ,tentang Peraturan Pemrerintah Pengganti Undang-

Undang Nomror 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentilng Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran l{egara Republik lndonesia
Tahun 2005 lrlomor 108, Tambahan Lernbaran Negara Nomor
4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Taihun 2008 tentang Perub,ahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomr:r 32 Tahun 20a4 tentilng Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 8

Tambahan Le,mbaran Negara Nomor 484t1\;

Undang-Undarng Nomor 33 Tahun 2:"A04 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembiran Nr:rgara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor,,443t));

11. Peraturan P'emerintah Nomor Ztl- Tahun 2004 tentang

Kedudukan F rotokoler dan Keuangetn Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwerkilan Rakyat Daerah ( l-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 20fp Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah lrlomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan

Protokoler dian Keuangan Pimpineln Dan Anggota Dewan

Penarakilan Ftakyat Daerah (Lenl[aran Negara Republik
lndonesia Tahun 2A04 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4540);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Talrun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran frlegara Republik lndonesia
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Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Nomor

a503);
Peraiuran Premerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

rerimoangrn, ( Lembaran Negara tlepublik lndonesia Tahun

2005 Nom]or 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nonror 56 Tahun 2005 tentang Sistem

lnformasi Keuangan Daerah ( Lermbaran Negerra Republik

Indonesia Tahun iOOS Nomor 138, Tambahan Lemtraran Negara

Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 'fahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah ( L.embaran Negara Republik

lndo-nesia Tahun 2005 Nomor 140, Tiambahan Lemtlaran Negara

Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
penyusunan dan Penerapan steurrdar Pelayanan Minimal

1 LemUaran l,legara Republik lndonesia Tahun 200€i Nomor 150,

iambahan Lemparan Negara Nomor a585);
Peraturan Pgmerintah Nomor 8 Tallrun 2006 tentang Laporan

Keuangan dgn Kinerja lnstansi Pem,erintah ( Lembaran Negara

Repub'iif lndonesia Tahun 20OO Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Nomrlr 4614);
peiaturan l:,emerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahrian Antara Pemerintah,

Pemeriitahan Daerah Provinsi Dian Pemerintahan Daerrah

Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lcrmbaran Negara Nomor'4737\;
Peraturan F'emerintah Nomor 3[) Tahun 2C107 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (l".embaran Negara Republik

lndoiresia Tahun 2OOZ Nomor 83, Tarmbahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4738);
Peiaturan Perrnerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentarrg Organisasi

Perangkat Daerah ( Lembaran Ntlgara Republik lndonesia

Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4741);
peraiuran pru:siden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan

Penghasilan t3agi Guru Pegawai Negatri Sipil (PNS);
perituran D;aeiah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pernr:rintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten l,(,atingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan

Tahun 2008 hlomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pe,ngelolaan Keuangan []aerah sebagaimana telah

diubah deng,an Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 j:entang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Mllnteri Dalam Negeri Nonror 20 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di

daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Fendapatan Dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2010;
Peraturan M,enteri Keuangan Nomor 2231PMK-07/2009 tanggal

23 Desember 2009 tentang Alokasi dan Pedoman umum Dana

Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri sipil Daerah

(PNSD) keparda daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2009;



27.

28.

PeraturanBrrpatiKatinganNomor4Tahun2010tentang
perubahan F)eraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang
pedoman Pr:lnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah Kabu6taien Katingan Tahun Arrggaran 2010; --
keputusan Eupati Katingan Nomor 205 tahun 2008 tentang
penetapan lr(ecamatan/Desa Biasat, Terpencil dan Sangat

Terpencil di K.abupaten Katingan Tahun 2008;

Surat Mentetri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor

900/86/SJ tarnggal 13 Januari 2o1o tentang Penganggaran

Tambahan Ptln-g-hasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah

(PNSD) Tahun Anggaran 2009;
burat Kepala Dinii Kesehatan Nontor 440/600/SDK-U1Y|2O1A
perihal Perubahan Honor Tenaga Kontrak Khttsus Alumni

Poltekes KanrPus ll Kasongan;
31. Surat Direktui Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Nomor

445t488ffuN' t2010 perihal Permohorran Tindak Lanjut Kenaikan

Tunjangan Profesi Dokter Spesialis-

MIEMUTUSKAN

PER/ATURAN BIJPATI KATINGAN 'TENTANG PERUBAHAN

lsEptUA ATAS PERATURAN BUPATI ]{oMoR 52 TAHUN 2009

TEN'TANG PED()MAN UMUM PENYU$UNAN ANGGARAN

PENIDAPATAN DI\N BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

TAHIJN ANGGARiAN 2010.

Pasal 1

Bebe,rapa ketentuan dalam Lampiran Fleraturan Bupati Katingan

Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun

Anggaian 2010, {$ebagaimana terakhir kali telah diubah dengan

Peiuicanan Peratumn Bupati Nomor4 Tahr:n 2010 tentang Perubahan

Pedo,man Penyust.unan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kaburpaten Katingan Tahun Anggaran 2010, diubah kembali dengan

rinciarn sebagai betikut:

A. Peraturan Bup,ati Nomor 04 Tahun 2O1O tentang Pedoman

Penyusunan ,Anggaran Pendapatan 
- 9{ Belanla Daqrah

hlabupaten Katingan Tahun Anggararrr 2010 telah ditambahl<an

Lampiran 1 m,r:rnienai Belanja Tidak ,t-angsung 5.4.1.1) huruf c)

angka 7). Pada pLrubahan kedua anglta 7) tersebut ditambahkan

keientuan penatausahaan belanja penuberian tunjangan bagi guru

sebagai berikull:
il. P-enatausahaan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Non

29.

30.

Menetapkan :

Sertifikasi:
r Urusan Pemerintah daerah
o Organisasi
o Kelompok Belanja
o Jenis Berlanja
o Objek Belanja

. Rincian 0bjek Belanja

: Pendidikan
: Dinas Pendidikan
: Belanja Tidal< Langsung
: Belanja Pegawai
: Belanja Penghasilan

' Lainnya
:Tambahan Penghasilan
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. Kode Relkening
b. Penatauseuhraan

Bersertifikarsi:

o Organisasi
o Kelomp,crk Belanja
. Jenis Bcrlanja
r Objek Blr:lania

r Rincian,Objek Belanja

o Organisasi

o Kelompol< Belanja
. Jenis Belanja

o Objek Belanja

. Rincian Objek Belanja

Bagi Guru Non Sertifikasi
: 1.01.01.00.00.5.1.1.05.01

Tambahan Penghasilan Bagi Guru

: Dlnas Pendidikan
: Belanja Tidak Langsung
: Belanja Pegawai
: Belanja Penghasilan

Lainnya
:Tambahan Penghasilan

Bagi Guru Bersertifikasi

. Urusan Pemerintah Daerah : Pendidikan

. Kode Rekening : 1.01'01'00'00'5'1'1'05'02
B. l(etentuan Lanrpiran 1 mengenai Belallja Tidak Langsung 5'4'1'1)

huruf c) angka 6) diubah menjadi :

6. Pegawa-i Nlegeri sipil Daerah Karbupaten Katingan dengan

proflsi Dollter Spesialis dan Akrrntan diberikan Tambahan

Fenghasilarr Berdasarkan Kelangkaan Profesi setiap bulan

dengan keterntuan sebagai berikut:
- Dokter {}pesialis Rp. 15'000.000t,00
- Akuntanr RP. 5.000.000,00

C. Perubahan pa,cla Peraturan Bupati Nornor 4 Tahun 2010 tentang

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2009 tentang

[)edoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun

l\nggaran 21l1huruf E) angka 4) diubah dengan rincian sebagai

trerikut:
4l) Penatausalraan belanja pemberialr Tunjangan Fungsionaris

Kedamangan adalah sebagai berikut:
e Urusan Pemerintah Daerah : Penrerintah Umum

: Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Asset

: Belarnja Tidak Langsung
: Belernja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/KabuPaten/
Kotair dan Pemerintah Desa

: Belernja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Daerah/
Pemerintah Desa L.ainnYa

: Belernja Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintah Desa,

D.]-enaga Kontrak Bidang Medis dan Tenaga sukarela

s,ebaiaimana dimaksud pada Lampiran 1 mengenai Bglal'iq

L.angiung 5.4,2.2) huruf j) angka 6) bertambah sesuai Tabel

ti.4.2.10

Iabel5.4.2.1Q
lPenqhasilan Teqlraqa PPndukuno Kh.ugu9 A.lumni Poltekes P'alanoka Rava

Kampus llKasoTlggg

No Iokasi Penempatan Pernghasilan/hari

1 Sanf[.at Terpencil Rp 45.000,00

2 TerP(encil Rp 35.000,00

3 Biasa Rp 27.0OO,00
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F)enetapan Kecamatan/Desa Biasa, Terpencil dan Sangat
'l'erpencil agan berpedoman pada Keputusan Bupati Katingan

I{omor 206 Tahun 2008 tentang Prenetapan KecamatanlDesa
[]iasa, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Katingan

l'ahun 2008.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padiir tanggal diundangkan.

l\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

prJraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

lhbupaten Kan:fingan.

Ditetapkan cli Kasongan
pacla tangga! $ AuVt 2010

BUPATI KA'TINGAN

DUWEL RAUVING

Diundangkan diJ(asongan
pada tanggal tl 7tvLt 2010
bTXNTTARIS DAERI\H KABUPATI:N KATINGAN

d
CHRISTANTWO TATEL LADJU,

tsERITA DAEMFi KAIBUPATEN IG INGAN TAHUN 2O1O },IOMOR : 15

tsAGrfl$\o F{fi_$K[,qrb{

$ffiftffie, c
,&$I-B1IHil{ Dt-

[#\mA,ffi 4fto
[&(lAS[."ilffitffiA,G @
filCIN$HpTSm v

DPPKA

SEKDA

KADIS

SEKDIS

xlero ll,lll{ry
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